% ;

BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 1%¢/KEP/D.KISP/2023

TENTANG

ARSITEKTUR DAN RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

Menimbang :

Mengingat

ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

bahwa untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh guna
mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang efektif
dan efisien, perlu adanya perencanaan pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan Rencana
Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik sebagai panduan implementasi layanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);



10.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 Tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 233);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 994);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020
- 2024;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 144 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Pedoman Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;

14. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2016 nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021
Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan  Sistem = Pemerintahan  Berbasis

Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Ilir;

MEMUTUSKAN:

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Ilir ini.

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir merupakan dokumen
perencanaan pembangunan SPBE Kabupaten Ogan Ilir.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

Arsitektur dan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dan KEDUA menjadi pedoman penyiapan dan pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah
yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Ilir.

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan
reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran Arsitektur dan Rencana Induk  Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik tercantum dalam sistem
elektronik pada alamat https://oganilirkab.go.id/ dengan
akses terbatas.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Ogan Ilir selaku Tim Koordinator
SPBE bertanggung jawab atas implementasi sistem elektronik
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

Seluruh sistem elektronik yang ada di Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Ilir wajib menyesuaikan dengan Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik paling lambat 1
(satu) tahun setelah keputusan ini ditetapkan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
_pada tanggal b Febrvari 2023

/*)BUPATI OQAN IDIR,

£ )

WIJAYA AKBAR



